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This study examines the concept and implementation of religious freedom in three
countries: Indonesia, Canada, and the United States, focusing on constitutional
approaches, policies, and protection of religious minorities. Indonesia guarantees
freedom of religion through Articles 28E and 29 of the 1945 Constitution, with Belief in
One Supreme God as the state’s foundation. However, in practice, discrimination
persists against minorities such as the Ahmadiyya community and in religiously
motivated conflicts like Tanjung Balai. Canada adopts an accommodative secularism
under the principle of multiculturalism enshrined in the Canadian Charter of Rights
and Freedoms, providing broad tolerance despite criticisms of policies such as
Quebec’s ban on religious symbols. The United States firmly upholds religious freedom
under the First Amendment, separating church and state, yet still faces social
discrimination against Muslims and other minorities. This study concludes that while
all three nations are constitutionally committed to protecting religious freedom, their
differing  approaches Indonesia’s  protective-pluralist, Canada’s  secular-
accommodative, and the United States’ strict-secular generate distinct dynamics in the
realization of human rights and interfaith tolerance.
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Penelitian ini membahas konsep dan implementasi kebebasan beragama di tiga
negara: Indonesia, Kanada, dan Amerika Serikat, dengan menyoroti pendekatan
konstitusional, kebijakan, serta perlindungan terhadap minoritas agama. Indonesia
menjamin kebebasan beragama melalui Pasal 28E dan 29 UUD 1945 serta menjadikan
Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara. Namun, dalam praktiknya masih
terdapat diskriminasi terhadap kelompok minoritas seperti Ahmadiyah dan konflik
bernuansa agama di Tanjung Balai. Kanada mengusung sekularisme akomodatif
dengan prinsip multikulturalisme yang diatur dalam Canadian Charter of Rights and
Freedoms, memberikan ruang toleransi yang luas, meskipun kebijakan seperti
larangan simbol agama di Quebec menuai kritik. Sementara Amerika Serikat menjamin
kebebasan beragama secara tegas melalui First Amendment dengan pemisahan antara
negara dan agama, namun masih diwarnai diskriminasi sosial terhadap kelompok
Muslim dan minoritas lainnya. Studi ini menegaskan bahwa meskipun ketiga negara
memiliki komitmen terhadap perlindungan kebebasan beragama, perbedaan
pendekatan Indonesia dengan protektif-pluralis, Kanada dengan sekuler-akomodatif,
dan Amerika Serikat dengan sekuler-tegas—menciptakan dinamika yang berbeda
dalam implementasi hak asasi manusia dan toleransi antarumat beragama.

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya tidak ada yang bisa membatasi
individu maupun kelompok untuk berkeyakinan
dan menganut agama yang diinginkan, dalam
hukum Internasional sudah menjamin kebebasan
beragama dan berkepercayaan tanpa membeda-
kan apapun. Dalam deklarasi universal hak sasi
manusia (Universal Declaration Of Human Rights)
tahun 1948 pada pasal 18 ayat (1) yaitu setiap
orang berhak atas kebebasan Dberfikir,
berkeyakinan, dan beragama, ayat (2) yang pada
intimya seorang untuk menjalankan kebebasan
hanya bisa dibatasi oleh hukum jika diperlukan

untuk melindungi keamanan sampai kebebasan
yang paling dasar pada orang lain. Hal ini
menggambarkan semua negara wajib melindungi
dan menghormati suatu agama yang ada di
wilayahnya.

Istilah toleransi berasal dari kata latin tolerq,
yang berarti menanggung atau bertahan, dalam
kamus Bahasa Indonesia, toleransi diartikan
sebagai sikap menghargai dan membiarkan
perbedaan, serta batas kemampuan menerima
perubahan tanpa penolakan. Dalam bahsa Arab,
toleransi dikenal dengan istilah tasamuh, yang
mencerminkan sikap saling menghormati dan
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bekerja sama di tengah keragaman etnis, budaya,
bahasa, politik, dan agama. Toleransi merupakan
nilai luhur yang dijunjung dalam berbagai tradisi
agama.

Agama merupakan sistem kepercayaan yang
mengandung ajaran sebagai pedoman hidup bagi
para pemeluknya. Dalam konteks huku, setiap
agama memiliki kedudukan yang setara untuk
diyakini dan dianut. Meskipun setiap agama
memiliki doktrin yang mengikat penganutnya,
doktrin tersebut tidak dapat dijadikan dasar
untuk mendominasi atau menyingkirkan agama
lain.

Menurut Mariam Budiarja, pakar ilmu politik
dari Universitas Indonesia, hak asasi manusia
(HAM) adalah hak yang dimiliki manusia sejak
lahir. Setiap manusia sejak lahir. Setiap manusia
memiliki hak ini terlepas dari ras, suku, agama,
jenis kelamin dan golongan. HAM bersifat asasi
dan universal, Setiap orang. Oleh karena itu,
memiliki hak yang sama untuk mengembangkan
bakatnya dan meraih cita-citanya. HAM
mengandung prinsip, norma, dan aturan. Ketika
suatu negara tidak mampu menegakan dan

bahkan melanggar ketiga aspek tersebut,
masyarakat internasional akan memberikan
sanksi terhadap negara tersebut. Hal ini

menunjukan bahwa HAM telah mendaptkan
pengakun secara universal sebagai sebuah rezim
internasional.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak
melekat secara kodrati pada setiap mahluk yang
bersosok biologis sebagai manusia yang
memberikan jaminan moral dan legal kepada
setiap manusia itu untuk menikmati kebebasan
dari setiap bentuk penghambaan, penindasan,
perampasan, penganiyaan atau perlakuan
apapun lainya yang menyebabkan manusia itu
tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia
yang dimuliakan Allah. Kebebasan beragama dan
berkeyakinan bukan hanya menjadi urusan
negara atau NGO yang bergerak dalam advokasi
HAM dan kebebasan beragama. Akan tetapi
merupakan tanggung jawab dari semua umat
beragama, baik secara internal maupun eksternal
dengan penganut agama-agama lain. Sehingga
kebebasan beragama menjadi tanggung jawab
semua pihak.

Instrumen hak asasi manusia pertama
berawal dari dikeluarkanya Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1945
sebagai hasil pemikiran antara barat dan timur.
DUHAM memicu terbentuknya sistem pelaporan
hak asasi manusia ragional yang terintegritasi
seperti di Eropa, Amerika, dan Afrika. Konfrensi

hak asasi manusia di Vienna pada tahun 1993
menyadarkan ASEAN untuk tidak hanya berfokus
pada  bidang ekonomu, namun @ juga
mengembangkan sistem pelaporan HAM yang
memadai.

Omar Seno Adji mengatakan bahwa salah satu
ciri Negara Hukum Indonesia adalah hubungan
yang erat antara agama dan negara, sehinggga
tidak ada pemisahan yang rigid dan mutlak
antara keduanya. Muhammad Tahir Azhary
mengatakan bahwa karena hubungan yang erat
antara agama dan negara didasarkan pada
Ketuhanan Yang Maha Esa, Negara hukum
Pancasila melarang adanya pemisahan antara
agama dan negara.

Dalam konteks ke Indonesiaan, prinsip
kebebasan beragama sejatinya telah eksis dan
berkembang jauh sebelum terbentuknya Negara

Kesatuan Republik Indoensia. Gagasan ini
berakar pada realitas sosiologis bangsa
Indonesia yang secara historis merupakan

masyarakat yang menjemuk baik dari segi
budaya, etnis, ras, maupun sistem keyakinan.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kebe-
basan beragama merupakan suatu keniscayaan
yang intern dalam tatanan kehidupan berbangsa
dan bernegara di Indonesia, serta tidak dapat
dinafikan eksistensinya.

Amerika Serikat dan kanada, dua negara
liberal demokratis dengan tradisi konstitusional
yang kuat, memiliki pendekatan berbeda dalam
menangani isu kebebasan beragama Di Amerika
Serikat, kebebebasan Beragama diatur melalui
amandemen pertama konstitusi yang meliputi
free exercise clause yang melindungi hak individu
dalam menjalankan ajaran agamanya, dan
Establishment Clause yang melarang untuk
menetapkan atau mendukang suatu agama
tertentu. prinsip ini mencerminkan prinsip
pemisahan yang tegas antara agama dan negara,
serta menekankan netralitas pemerintah dalam
urusan keagamaan, sementara itu, Kanada
menjamin melalui canadian charter of rights and
freedoms, khususnya pasal 2(a), yang menjamin
kebebasan hati nurani dan beragama, serta pasal
27 yang menekankan pentingnya pelestarian
multikulturalisme. Namun, kebebasan beragama
terus  mengandung banyak  perdebatan.
Diskriminasi intoleransi, dan bahkan kekerasan
atas nama agama masih berbahaya. Oleh karena
itu, sangat penting untuk melakukan upaya untuk
mengurangi  pelanggaran hak kebebasan
beragama ini. Selain itu, penting untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
pentingnya kebebasan beragama dalam HAM.
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Kajian ini bertujuan untuk membandingkan
pendekatan Kanada, AS, dan Indonesia dalam
perlindungan kebebasan beragama, khusunya
dalam konteks kebijakan tentang toleransi
dalam ke tiga negara tersebut. Dengan
membandingkan pendekatan normatif, yudisial,
dan praktik kebijakan di ketiga negara, penulis
berharap  dapat memberikan  gambaran
menyeluruh mengenai kelebihan dan kelemahan
masing-masing sistem serta pelajaran yang bisa
diambil oleh Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
deskriptif-komparatif =~ dengan pendekatan
yuridis-normatif yang bertujuan menganalisis
dan  membandingkan  pengaturan  serta
implementasi kebebasan beragama di Indonesia,
Kanada, dan Amerika Serikat. Data penelitian
diperoleh melalui studi pustaka (library
research) dengan menelaah berbagai sumber
hukum primer seperti konstitusi, piagam hak
asasi, dan peraturan perundang-undangan, serta
sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku,
laporan lembaga HAM, dan publikasi akademik
yang relevan. Analisis dilakukan dengan
menafsirkan norma-norma hukum dan prinsip
konstitusional masing-masing negara, kemudian
dibandingkan berdasarkan pendekatan teoritis
mengenai  sekularisme,  pluralisme, dan
multikulturalisme. Proses analisis melibatkan
tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan untuk memperoleh
gambaran mendalam mengenai perbedaan,
persamaan, serta implikasi yuridis dari kebijakan
kebebasan beragama di ketiga negara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Kebebasan Beragama di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Indonesia menjamin kebebasan beragama
melalui Pasal 28E dan 29 UUD 1945,
dengan dasar negara Ketuhanan Yang Maha
Esa. Enam agama resmi diakui: Islam,
Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha,
dan Konghucu. Namun, praktik kebebasan
beragama masih menghadapi tantangan,
khususnya bagi kelompok minoritas seperti
Ahmadiyah dan penghayat kepercayaan.
Kasus perusakan Masjid Ahmadiyah di
Sintang (2021) serta konflik Tanjung Balai
(2016) menunjukkan masih adanya
diskriminasi dan lemahnya perlindungan
hukum bagi kelompok minoritas. Selain itu,

Indonesia menghadapi kesenjangan antara
norma hukum dan praktik sosial, di mana
negara sering kali lebih fokus menjaga
stabilitas mayoritas dibanding menjamin
kebebasan individu. Nilai toleransi
beragama dalam Pancasila dan semboyan
Bhinneka Tunggal Ika menjadi dasar
penting, namun implementasinya belum

optimal karena masih  dipengaruhi
kepentingan politik dan tafsir agama yang
sempit.

2. Kebebasan Beragama di Kanada

Kanada menganut sekularisme akomo-
datif dengan prinsip multikulturalisme,
sebagaimana diatur dalam Canadian
Charter of Rights and Freedoms. Negara
menjamin kebebasan hati nurani dan
beragama melalui Pasal 2(a) dan
menegaskan nilai keberagaman budaya
dalam Pasal 27. Putusan penting seperti Big
M Drug Mart (1985) dan Edwards Books
(1986) menunjukkan bahwa Mahkamah
Agung Kanada menegakkan kebebasan
beragama dengan menolak kebijakan yang
berorientasi pada agama tertentu. Namun,
meskipun secara hukum bersifat inklusif,
beberapa kebijakan regional seperti
larangan simbol keagamaan di Quebec
(2019) menuai kritik internasional karena
dianggap membatasi ekspresi keagamaan.
Secara umum, sistem hukum Kanada tetap
fleksibel ~dan  akomodatif terhadap
perbedaan dengan menekankan keadilan
proporsional bagi semua kelompok.

3. Kebebasan
Serikat
Amerika Serikat menjamin kebebasan
beragama melalui First Amendment yang
berisi Establishment Clause dan Free
Exercise = Clause, yang menegaskan
pemisahan antara agama dan negara.
Prinsip ini memastikan negara bersifat
netral terhadap semua agama. Namun, hasil
penelitian menunjukkan bahwa diskri-
minasi  terhadap komunitas Muslim
Amerika dan kelompok minoritas lainnya
masih terjadi, terutama pasca serangan
terorisme global. Meskipun memiliki sistem
hukum yang kuat, penerapan sekularisme
sering kali berhadapan dengan kenyataan
sosial di mana agama tetap memiliki
pengaruh dalam politik. Kasus seperti
Employment Division v. Smith (1990)

Beragama di Amerika
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memperlihatkan perubahan arah kebijakan
hukum dari pendekatan protektif ke arah
yang lebih permisif terhadap pembatasan
keagamaan yang bersifat umum dan netral.

B. Pembahasan

IV.

Ketiga negara sama-sama menjamin
kebebasan beragama secara konstitusional,
tetapi memiliki pendekatan yang berbeda
dalam implementasinya. Indonesia mengguna-
kan pendekatan protektif-pluralis, di mana
kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi
namun dibatasi oleh interpretasi mayoritas
dan kepentingan sosial-politik. Tantangan
utama terletak pada lemahnya penegakan
hukum terhadap diskriminasi agama serta
peran negara yang masih cenderung
intervensif terhadap keyakinan tertentu.

Sementara itu, Kanada menampilkan
pendekatan sekuler-akomodatif yang
memberikan ruang besar bagi keberagaman
dan dialog antaragama. Sistem hukumnya
mampu menyeimbangkan antara kepentingan
negara sekuler dan hak individu untuk
beragama. Keberhasilan Kanada terletak pada
penerapan prinsip multikulturalisme, meski
masih terdapat dilema pada kebijakan lokal
yang membatasi simbol keagamaan.

Adapun Amerika Serikat menerapkan
pendekatan sekuler-tegas, memisahkan secara
mutlak antara agama dan negara. Meskipun
secara teori menjamin kebebasan beragama
tanpa intervensi negara, dalam praktiknya
masih terdapat bias sosial terhadap kelompok
agama tertentu. Pengaruh nilai-nilai religius
dalam politik menunjukkan adanya
ketegangan antara idealisme sekularisme dan
realitas sosial yang masih religius.

Secara  komparatif,  ketiga  negara
menunjukkan bahwa perlindungan terhadap
kebebasan beragama sangat dipengaruhi oleh
kultur hukum, sistem politik, dan sejarah
sosial masing-masing. Indonesia dapat
mengambil pelajaran dari Kanada dan
Amerika Serikat, terutama dalam penguatan
independensi lembaga hukum, akomodasi ter-
hadap perbedaan, serta penerapan kebijakan
yang menegakkan hak asasi manusia tanpa
diskriminasi.

SIMPULAN DAN SARAN

. Simpulan

Kebebasan beragama merupakan hak asai
fundamental yang dijamin secara
konstitusional di berbagai negara, namun

pelaksanaanya sangat bergantung pada
pendekatan politik, hukum, dan budaya
masing-masing negara.

Indonesia menjamin kebebasan beragama
melalui Pasal 28E dan 29 UUD 1945 serta
menjadikan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa
sebagai dasar negara. Namun dalam praktik-
nya, negara masih menghadapi tantangan
serius  dalam  perlindungan  terhadap
kelompok  minoritas agama. Tindakan
diskriminatif seperti kasus Ahmadiyah dan
Konflik Tanjung Balai menunjukan bahwa
negara sering kali lebih berpihak pada
stabilitas sosial meyoritas dari pada menjamin
hak minoritas. Kebebasan beragama cende-
rung dibatasi oleh pendekatan administratif
dan ketat terhadap tafsir keagaan resmi,
Kanada mengusung pendekatan sekuler
akomodatif dengan menekankan prinsip
multikulturallisme Dan Canadian Charter of
Rights and Freedooms. Mahkamah Agung
Kanada telah memainkan peran penting
dalam menjaga keseimbangan antara tujuan
sekuler negara dan perlindungan kebebasan
beragama. Namun, beberapa kebijakan
regional seperti larangan simbol agama di
Quebec menimbulkan kritik internasional
karena dianggap membatasi hak minoritas.
Meski  begitu, sistem hukum Kanada
cenderung flesibel dan terbuka terhadap
akomodasi terhadap perbedaan.

Amerika Serikat menjamin kebebasan
beragama secara tegas melalui first
amendement yang memuat Establishment
Clause Dan Free Axercise Clause. Negara secara
konstitusional tidak boleh  mendukung
ataupun menghalangi agama tertentu.
memiliki pemisahan tegas antara agama dan
negara. Meskipun pendekatan ini menjanjikan
netralitas dan perlindungan yang kuat, dalam
praktinya komunitas Muslim dan kelompok
minoritas agama lainya masih menghadapi
diskriminasi sosial dan stereotip, terutama
pasca peristiwa terorisme. Ketegangan
anatara prinsip sekularisme dan pengaruh
agama dalam politik juga menjadi tantangan
tersendiri.

. Saran

Bagi Pemerintah Indonesia, perlu memper-
kuat mekanisme perlindungan hukum
terhadap kebebasan beragama melalui

penegakan yang tegas terhadap pelanggaran
berbasis intoleransi dan diskriminasi agama.
Pemerintah juga sebaiknya meninjau kembali
kebijakan administratif yang berpotensi
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membatasi hak kelompok minoritas, serta
memperkuat peran lembaga independen
seperti Komnas HAM dalam mengawasi
pelaksanaan hak kebebasan beragama.

Bagi Masyarakat dan Tokoh Agama,
diperlukan peningkatan kesadaran dan
pendidikan multikultural agar masyarakat
mampu menghormati perbedaan keyakinan
tanpa prasangka. Tokoh agama diharapkan
menjadi agen perdamaian yang menanamkan
nilai  toleransi, tasamuh, dan saling
menghormati dalam setiap aktivitas dakwah
atau kegiatan sosial keagamaan.

Bagi Akademisi dan Peneliti, penting untuk
memperluas kajian empiris tentang
implementasi kebebasan beragama, tidak
hanya dalam aspek hukum tetapi juga dalam
konteks sosial, budaya, dan politik. Penelitian
lanjutan dapat diarahkan untuk menilai
efektivitas kebijakan pemerintah dalam men-
cegah konflik keagamaan dan membangun
budaya toleransi yang berkelanjutan.

Bagi Pembuat Kebijakan, perlu adanya
harmonisasi antara norma hukum nasional
dan prinsip-prinsip hak asasi manusia
internasional, dengan memastikan bahwa
setiap kebijakan publik tidak diskriminatif
terhadap kelompok  agama apapun.
Pendekatan berbasis keadilan restoratif dan
dialog lintas iman dapat menjadi solusi dalam
menangani isu-isu keagamaan di Indonesia.

Secara Umum, Indonesia dapat mengambil
pelajaran dari Kanada dan Amerika Serikat
mengenai pentingnya independensi lembaga
hukum, netralitas negara terhadap agama,
serta akomodasi terhadap perbedaan
keyakinan.  Nilai-nilai  tersebut dapat
diadaptasi sesuai konteks sosial Indonesia
untuk memperkuat kehidupan beragama yang
damai, setara, dan berkeadilan.
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